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Abstract  
The management of School Operational Assistance (BOS) funds plays a crucial role in supporting the 
quality of education; however, it still faces challenges related to transparency, accountability, and 
participation. This study aims to analyze the implementation of good governance principles in BOS fund 
management, identify the challenges encountered, and assess their contribution to improving public 
accountability at SD Negeri 2 Samuda. This research employs a qualitative descriptive approach with a 
case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the 
principal, BOS treasurer, and school committee. The findings indicate that the implementation of good 
governance principles has been carried out but has not yet been fully optimal. Transparency remains 
limited to internal stakeholders, community participation is still low, and constraints include limited 
human resources and weak administrative systems. Nevertheless, the implementation contributes 
positively to improving public accountability. 
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Abstrak  
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek penting dalam mendukung 
kualitas pendidikan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan terkait 
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 
prinsip good governance dalam pengelolaan Dana BOS, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta 
menilai kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas publik di SD Negeri 2 Samuda, Kecamatan 
Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode deskriptif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, serta 
komite sekolah sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good 
governance telah dilaksanakan melalui aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas 
dan efisiensi, namun belum sepenuhnya optimal. Transparansi masih terbatas pada lingkup internal 
sekolah, partisipasi masyarakat belum aktif, serta terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya 
manusia, rendahnya pemahaman regulasi, dan sistem administrasi yang belum optimal. Meskipun 
demikian, implementasi prinsip good governance memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan 
akuntabilitas publik. 
Kata Kunci: Good Governance; Dana BOS; Akuntabilitas Publik; Transparansi 
 

1. Pendahuluan 
Dalam konteks global, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu instrumen 

strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong 
pembangunan berkelanjutan. Berbagai negara terus meningkatkan alokasi anggaran 
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pendidikan sebagai upaya untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu 
pembelajaran. Namun demikian, peningkatan anggaran tersebut tidak selalu diikuti 
dengan peningkatan kualitas output pendidikan apabila tidak didukung oleh sistem 
tata kelola yang baik (Sulasmi et al., 2023). Oleh karena itu, isu good governance 
menjadi sangat penting dalam pengelolaan dana pendidikan, terutama dalam 
memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif, efisien, transparan, 
dan akuntabel. 

Di Indonesia, salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam pembiayaan 
pendidikan dasar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS 
memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung kegiatan operasional sekolah, 
seperti pengadaan sarana pembelajaran, pembiayaan kegiatan akademik, hingga 
peningkatan mutu tenaga pendidik. Program ini dirancang untuk mengurangi beban 
biaya pendidikan masyarakat sekaligus meningkatkan akses dan kualitas layanan 
pendidikan secara merata (Nirmalasari et al., 2025). Dengan cakupan yang luas dan 
nilai anggaran yang signifikan, dana BOS menjadi salah satu komponen utama dalam 
sistem pendidikan nasional yang menuntut pengelolaan yang profesional dan 
bertanggung jawab. 

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, pengelolaan dana BOS di 
berbagai satuan pendidikan masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar. 
Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan 
pelaporan keuangan. Transparansi yang rendah menyebabkan terbatasnya akses 
informasi bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan orang tua siswa, 
sehingga menghambat fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik (Rizka 
et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan informasi belum 
sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam praktik pengelolaan dana BOS. 

Selain masalah transparansi, potensi penyalahgunaan dana BOS juga menjadi isu 
yang sering ditemukan dalam berbagai penelitian. Penyimpangan penggunaan dana, 
seperti penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau manipulasi laporan 
keuangan, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan 
pengawasan eksternal (Pitaloka et al., 2026; Taihuttu & Yanti, 2025). Fenomena ini 
tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menurunkan 
kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan sebagai pengelola dana publik. 

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya akuntabilitas 
dalam pengelolaan dana BOS. Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam 
pengelolaan keuangan publik yang menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas, 
terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Namun, berbagai 
studi menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana BOS masih relatif 
rendah, yang disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan kompetensi sumber daya 
manusia, lemahnya sistem pelaporan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam 
proses pengawasan (Batubara et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa 
pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang 
baik. 

Dalam konteks tersebut, konsep good governance menjadi pendekatan yang 
relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana BOS. 
Prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 
efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum dapat menjadi landasan dalam 
meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pendidikan (Rahayu et al., 2025). 
Implementasi prinsip-prinsip ini diyakini mampu meminimalisir potensi 
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penyalahgunaan dana serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan 
anggaran pendidikan. 

Lebih lanjut, penerapan good governance memiliki keterkaitan yang erat dengan 
peningkatan akuntabilitas publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk 
mengakses informasi terkait penggunaan dana, sehingga mendorong terciptanya 
pengawasan sosial yang lebih efektif. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa 
setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik 
(Hidayah et al., 2026). Dengan demikian, penerapan prinsip good governance dalam 
pengelolaan dana BOS tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga 
pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. 

Namun demikian, implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan 
dana BOS di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur mekanisme pengelolaan dana 
secara rinci, praktik di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-
prinsip tersebut (Destia & Silviana, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan 
antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan implementasinya di tingkat 
sekolah, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kapasitas manajerial, 
budaya organisasi, serta efektivitas sistem pengawasan. 

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek 
administratif atau evaluasi kebijakan secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam 
keterkaitan antara implementasi prinsip good governance dengan peningkatan 
akuntabilitas publik dalam konteks spesifik di tingkat sekolah dasar. Padahal, setiap 
sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga implementasi kebijakan dapat 
menghasilkan dampak yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang 
lebih kontekstual dan mendalam untuk memahami dinamika implementasi kebijakan 
tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya research gap, yaitu 
masih terbatasnya penelitian yang secara komprehensif menganalisis implementasi 
prinsip good governance dalam pengelolaan dana BOS serta keterkaitannya dengan 
peningkatan akuntabilitas publik pada tingkat satuan pendidikan dasar. Selain itu, 
belum banyak penelitian yang mengkaji fenomena tersebut secara spesifik dalam 
konteks lokal, khususnya di SD Negeri 2 Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi 
kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis empiris yang lebih mendalam dan 
kontekstual terkait implementasi good governance dalam pengelolaan dana BOS 
sebagai upaya peningkatan akuntabilitas publik. 

 
2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan 
desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan 
pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial, khususnya terkait 
implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Dana BOS di tingkat satuan 
pendidikan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis 
dan faktual mengenai kondisi yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi 
variabel penelitian. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk 
mengeksplorasi secara komprehensif dinamika implementasi kebijakan dalam 
konteks yang spesifik dan terbatas pada satu lokasi penelitian. Menurut Yin (2018), 
studi kasus sangat relevan digunakan untuk memahami fenomena kontemporer 
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dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks 
tidak terlihat secara jelas. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti 
untuk menangkap interaksi antar aktor dalam pengelolaan dana publik secara lebih 
mendalam (Creswell & Poth, 2016). Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan 
mampu menghasilkan temuan yang kaya, kontekstual, dan bermakna. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Samuda yang terletak di Kecamatan 
Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan 
pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu penerima Dana 
BOS yang secara aktif mengelola anggaran operasional pendidikan sesuai dengan 
regulasi pemerintah. Selain itu, sekolah ini memiliki karakteristik yang representatif 
dalam menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan dana pendidikan di 
tingkat sekolah dasar, khususnya di daerah. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, sejalan dengan pendekatan 
penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman informasi dibandingkan 
dengan generalisasi. Dengan memilih lokasi yang relevan, penelitian ini diharapkan 
mampu memberikan gambaran empiris yang lebih akurat mengenai praktik 
pengelolaan Dana BOS di tingkat satuan pendidikan. Konteks lokal yang spesifik juga 
memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi 
implementasi prinsip good governance secara lebih mendalam. 

Dengan demikian, lokasi penelitian ini dinilai tepat dan strategis dalam 
mendukung pencapaian tujuan penelitian. Melalui pemilihan lokasi yang sesuai, 
penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya kontekstual, 
tetapi juga memiliki nilai kontribusi dalam pengembangan pengelolaan dana 
pendidikan yang transparan, akuntabel, dan efektif di lingkungan sekolah dasar 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
 
Implementasi Good Governance 

Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Dana BOS di SD 
Negeri 2 Samuda dianalisis melalui indikator transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 
serta efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip 
tersebut telah diupayakan dalam praktik pengelolaan, namun belum sepenuhnya 
optimal pada seluruh aspek. 
1. Transparansi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan Dana BOS 
telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan serta penyampaian 
informasi kepada pihak internal sekolah. Laporan penggunaan dana tersedia dan 
dapat diakses oleh pihak tertentu seperti guru dan komite sekolah, namun 
publikasi kepada masyarakat luas masih terbatas. Hal ini diperkuat oleh 
pernyataan informan: 
“Kami sudah membuat laporan penggunaan Dana BOS setiap tahap, tetapi belum 
semua informasi dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, biasanya hanya 
disampaikan kepada guru dan komite sekolah.” (Wawancara dengan Bendahara 
BOS) 
Selain itu, keterbatasan akses informasi juga dirasakan oleh pihak eksternal: 
“Informasi terkait penggunaan dana memang ada, tetapi tidak selalu dipasang di 
papan pengumuman, sehingga orang tua siswa tidak semuanya mengetahui secara 
detail.” (Wawancara dengan Komite Sekolah) 
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Secara teoretis, transparansi merupakan prinsip utama dalam good governance 
yang memungkinkan akses informasi publik guna meningkatkan pengawasan 
sosial. Kurangnya keterbukaan informasi dapat menghambat partisipasi 
masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik. Temuan ini 
menunjukkan bahwa transparansi masih bersifat internal-administratif dan belum 
sepenuhnya eksternal-partisipatif. 

 
2. Akuntabilitas 

Dalam aspek akuntabilitas, sekolah telah melaksanakan pertanggungjawaban 
penggunaan Dana BOS melalui penyusunan laporan keuangan yang disampaikan 
kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan. Hal ini ditegaskan oleh informan: 
“Setiap penggunaan Dana BOS kami pertanggungjawabkan melalui laporan yang 
dikirim ke dinas pendidikan sesuai dengan juknis yang berlaku.” (Wawancara dengan 
Kepala Sekolah) 
Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis seperti keterlambatan 
pelaporan: 
“Kami berusaha menyusun laporan sesuai aturan, tetapi terkadang mengalami 
keterlambatan karena keterbatasan waktu dan tenaga.” (Wawancara dengan 
Bendahara BOS) 
Secara teoretis, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 
sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan. Temuan ini menunjukkan 
bahwa akuntabilitas formal telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dari 
sisi ketepatan waktu dan kualitas pelaporan. 

 
3. Partisipasi 

Partisipasi dalam pengelolaan Dana BOS terlihat melalui keterlibatan komite 
sekolah dalam proses perencanaan anggaran. Hal ini disampaikan oleh informan: 
“Komite sekolah biasanya dilibatkan dalam rapat perencanaan anggaran, tetapi 
tidak semua keputusan melibatkan masyarakat secara langsung.” (Wawancara 
dengan Kepala Sekolah) 
Namun demikian, partisipasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum optimal: 
“Peran komite ada, tapi lebih banyak sebagai formalitas, belum sampai pada 
pengawasan yang aktif terhadap penggunaan dana.” (Wawancara dengan Guru) 
Dalam perspektif good governance, partisipasi yang efektif tidak hanya bersifat 
simbolik, tetapi harus memberikan ruang nyata bagi masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masih berada 
pada level normatif dan belum substantif. 

 
4. Efektivitas dan Efisiensi 

Penggunaan Dana BOS secara umum telah mendukung kegiatan operasional 
sekolah dan kebutuhan pembelajaran. Hal ini tercermin dari pernyataan informan: 
“Dana BOS sangat membantu kegiatan sekolah, terutama untuk pembelian alat 
pembelajaran dan kebutuhan operasional lainnya.” (Wawancara dengan Guru) 
Namun, masih terdapat kendala dalam perencanaan anggaran: 
“Penggunaan dana sudah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, tetapi kadang 
perencanaan masih perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran.” (Wawancara dengan 
Bendahara BOS) 



Andri & Hidayatullah, (2026) 
 

 3611 

Secara teoretis, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, sedangkan 
efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya. Temuan ini 
menunjukkan bahwa efektivitas sudah cukup baik, namun efisiensi masih perlu 
ditingkatkan melalui perencanaan yang lebih matang. 

 
Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Good Governance 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam 
implementasi prinsip good governance. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan 
sumber daya manusia, terutama dalam hal kompetensi pengelolaan keuangan. Hal ini 
diungkapkan oleh informan: 

“Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengelolaan 
administrasi dan pelaporan keuangan.” (Wawancara dengan Kepala Sekolah) 

Selain itu, minimnya pemahaman terhadap regulasi juga menjadi hambatan: 
“Kami masih mengalami kesulitan dalam memahami beberapa aturan teknis 

pengelolaan Dana BOS yang sering berubah.” (Wawancara dengan Bendahara BOS) 
Kendala lainnya adalah sistem administrasi yang belum optimal, sehingga 

mempengaruhi kualitas pelaporan. Secara teoretis, kapasitas sumber daya manusia 
dan sistem kelembagaan merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi 
kebijakan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek internal organisasi masih 
menjadi tantangan utama dalam penerapan good governance. 
 
Dampak Implementasi terhadap Akuntabilitas Publik 

Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan Dana BOS 
memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas publik. Hal ini 
terlihat dari meningkatnya kesadaran pengelola sekolah dalam menyusun laporan 
dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Sebagaimana disampaikan oleh 
informan: 

“Dengan adanya aturan yang jelas, kami menjadi lebih tertib dalam pengelolaan 
dana, meskipun masih perlu peningkatan dalam transparansi.” (Wawancara dengan 
Kepala Sekolah) 

Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama 
dalam aspek keterlibatan masyarakat: 

“Akuntabilitas sudah mulai meningkat, tetapi masyarakat masih belum 
sepenuhnya terlibat dalam pengawasan.” (Wawancara dengan Komite Sekolah) 

Secara teoretis, akuntabilitas publik tidak hanya ditentukan oleh sistem 
pelaporan formal, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. 
Oleh karena itu, meskipun terdapat peningkatan akuntabilitas, masih diperlukan 
upaya untuk memperkuat transparansi dan partisipasi guna mencapai tata kelola yang 
lebih baik. 

 
5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip good governance dalam 
pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 2 Samuda telah dilaksanakan melalui aspek 
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi, namun belum 
sepenuhnya optimal. Transparansi telah dilakukan melalui penyusunan laporan 
keuangan, tetapi masih terbatas pada akses internal dan belum terbuka secara luas 
kepada masyarakat. Akuntabilitas telah berjalan melalui mekanisme pelaporan 
kepada pemerintah, meskipun masih terdapat kendala dalam ketepatan waktu dan 
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kualitas pelaporan. Partisipasi stakeholder seperti komite sekolah telah dilibatkan 
dalam perencanaan, namun masih bersifat formalitas dan belum aktif dalam 
pengawasan. Sementara itu, efektivitas penggunaan Dana BOS sudah cukup baik 
dalam mendukung kegiatan operasional sekolah, meskipun efisiensi masih perlu 
ditingkatkan melalui perencanaan anggaran yang lebih optimal. Dengan demikian, 
implementasi prinsip good governance telah berjalan, tetapi masih memerlukan 
penguatan pada aspek transparansi dan partisipasi. 

Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip good governance 
meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap 
regulasi yang sering berubah, serta sistem administrasi yang belum optimal. Kendala-
kendala tersebut berdampak pada belum maksimalnya kualitas pengelolaan dan 
pelaporan Dana BOS. Meskipun demikian, implementasi prinsip good governance 
memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas publik, yang 
ditunjukkan melalui meningkatnya kesadaran pengelola sekolah dalam 
mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara lebih tertib dan sistematis. 
Namun, peningkatan akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena 
keterbatasan transparansi dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses 
pengawasan. 
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